KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
yALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

Nomor SOP 15/BPBAPS/SOP/I1/2023
Tgl Pembuatan 25 Februari 2023
Tgl Efektif -

Tgl Pengesahan 25 Februari 2023

Disahkan oleh

Nama SOP Pengajuan Keberatan

1

Keter

o gk WN

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-
KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
kaitan

SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

SOP Uji Konsekuensi

SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai communication skill

4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer, laptop, ATK
2. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

009/SJ.6



PB yang telah
diperiksa

1. |Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan 1 Buku Tamu/Agenda
terlayani dengan Baik 2 Daftar pemohon
2. |Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pemohon Sekretariat PPID DJPB Atasan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
PPID PPID
Pemohon Informasi mengisi Formulir
1 [formulir keberatan atau registrasi keberatan 5 menit Isian Formulir
melalui website ppid.kkp.go.id cetak/ daring
Menerima  formulir  pengajuan
keberatan dan memeriksa
kelengkapan persyaratan isian formulir / Isian formulir /
permohonan, apabila persayaratan konfirmasi dari delegasi dari
5 lengkap maka disampaikan kepada admin PPID 15 menit admin PPID KKP
PPID Ditjen PB, apabila KKP untuk Ditjen PB
persyaratan tidak lengkap maka untuk Sesditjen yang telah
ditolak / menerima konfirmasi dari PB diperiksa
admin PPID KKP melalui aplikasi e-
ppid
PPID berkoordinasi dengan
bagian Sengketa Informasi
Isian formulir / beserta unit kerja terkait lingkup
. . . de_legas' dari bahan reviu |DJPB untuk menerima
3 Menyiapkan - bahan reviu materi admin PPID. }.(KP 30 menit | keberatan dan |masukan data dan informasi
keberatan untuk Setditjen Memo PPID
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1. Atasan PPID DJPB wajib
memberikan tanggapan atas
keberatan yang disampaikan oleh
Pemohon dalam jangka paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak dicatatnya pengajuan
keberatan dalam register
keberatan
Ya 2. Atasan PPID DJPB berhak
. untuk menolak pengajuan
bahan reviu K .
. . . eberatan secara tertulis, dalam
Memberikan tanggapan keberatan keberatan dan | 30 Hari |Hasil Tanggapan hal Pemohon mengajukan
Memo PPID )
keberatan, namun:
a. tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 9 Permen KP No. 4
Tahun 2019; dan/atau
b. materi keberatan tidak sesuai
atau tidak sama dengan materi
Tidak dalam permohonan Informasi
Publik.
Menyiapkan dan memberikan surat
hasil tanggapan keberatan dengan
persetujuan Atasan PPID Ditjen Hasil 30 Menit Surat Tanggapan
PRL kepada pemohon / melakukan Tanggapan / Arsip
proses tanggapan melalui aplikasi
e-ppid
Menerima hasil tanggapan TanSgung;an 5 Menit
keberatan
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